INSTRUKSI

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : INS-80/K/1984
TENTANG

TATA PERSURATAN DAN PELAPORAN DI BIDANG PENGAWASAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang : a bahwa BPKP perlu memiliki administras persuratan dan pelaporan

Mengingat

Kepada

Untuk :
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

yang dapat mendukung terselenggaranya tugas-tugas BPKP dengan
sebaik-baknya;

bahwa salah satu petunjuk operasional administras persuratan dan
pelaporan ialah tata persuratan dan pelaporan di bidang pengawasan;
bahwa sehubungan dengan itu, perlu diterbitkan pedoman tata
persuratan dan pelaporan di bidang pengawasan unuk menjadi
petunjuk bagi para pegawai dan pgabat BPKP daam
menyelenggarakan administras persuratan dan pelaporan di bidang
pengawasan.

. Keppres Nomor 31 Tahun 1983.

Inpres Nomor 15 Tahun 1983.
Keppres Nomor 130/M Tahun 1983.
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MENGINSTRUKSIKAN
Para Deputi Kepala BPKP
Para Kepala Pusat
Para Direktur
Para Kepala Perwakilan BPKP.

: Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan melaui :

peningkatan mutu temuan pemerikssan dan saran tindak lanjutnya

(rekomendasi);

penyampaian hasil-hasil pengawasan secara tepat waktu kepada para

pejabat yang bertanggungjawab di :

1) Departemen/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha, serta
di

2) BPKP Pusat.

pelaksanaan saran tindak lanjut oleh para pegabat  yang

bertanggungjawab.

: Memperhatikan dan menggunakan petunjuk-petunjuk dalam pedoman tata

persuratan dan pelaporan yang tercantum dalam lampiran Instruks ini
dalam rangka mencapal sasaran-sasaran tersebut pada diktum Pertama.

. Tetap menggunakan tata persuratan dan pelaporan di bidang pengawasan

yang berlaku sepanjang belum diatur lain atau belum tercakup dalam
petunjuk yang tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

. Instruks ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.
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Lampiran Ada Pada Biro Hukum BPKP.



